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2. Undang-Unclang Nomor 20 Tahun 2003 teruang Si st.crn 
Pe ndidika n Nasional (Lembaran Negara l~epublik l ncloncsia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lcrnbara n Negara 
Republik I ndoncsia Nomor 4 30 l ); 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 icruang 
Pcmben tukan Dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lcrnbara n 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

Mengingai 

c. berdasarkan pcnimbangan sebagaimana dirnak sud dalarn 
huruf a clan huruf b diatas, perlu me netapkan Peraruran 
Wa likota tcntang Pcncrimaan Pcscrta Didik Baru (PPDB) 
Tah un Pclajaran 2020/ 202 I Pada .Jcnjang pcndidikan 
Ta man Kanak-Kana k, Sckolah Dasar dan Sckolah Mcncngah 
Pcrtama di Kola Makassar. 

b. bahwa schubungan dcngan koridisi pcrnbcrlakuau 
Pcrnbatasan Sosial Bcrskala Bcsar di Kola Makassar scbagai 
upaya pcnccgahan pcnycbaran kasus Corona Virus Disease: 
2019 (COVID- 19), maka pclaksanaan pcncrimaan pcscrta 
d id ik baru pada jcnjang sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertarna perlu menyesuaikan sesuai ketcnt uan 
Peraturan Pcr undang-undangan yang berlaku: 

a. bahwa dalarn rangka pclaksanaan pcncrirnaan pcserta didik 
baru yang dilakukan sccara optimal untuk rncnjamin 
pernenuhan hak Iayanan dasar pcndidikan bagi scrnua warga 
rnasyarakat, maka dipandang pcrlu mcngatur pcncrimaan 
pcscrta didik baru pada jcnjang pcndidikan Ta ma n kanak 
Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertarna; 

Mcnimbang 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAI IA ESA 

WALll\OTA MAJ<ASSAR, 

PENERIMAAN PESERTJ\ DlDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 
2020/2021 PADA JENJANG PENDID!KAN TAMAN KANAK-KJ\NAK, 

SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
DI KOTA MJ\KASSAR 

TJ<:NTANG 

WALIKOTA MAKJ\SSAR 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA MAJ<ASSAR 

NOMOR: 26 TAIIUN 2020 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ientang 
Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 41, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4496) scbagairnanu tclah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pernr-r intah 
Nomor 13 Tahun 2015 Teritang Perubahan Kedua aras 
Pcraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 45, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5670); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 51 Tahun 1971 ientang 
Pcrubahan Batas-batas Daerah Kotarnadya Makassar dan 
Kabupatcn-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajcnc dan 
Kepulauan dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tam bah an Lembaran Negara Republik I ndonesia 
Nomor 2970); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 86 Tahun 1999 rentang 
Perubahan Nama Kola Ujung Pandang Menjadi Kota 
Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Sclai an 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun l 999 Nomor 
193); 

Len Lang 
Rcpublik 

Lcrnbaran 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
Adrninistrasi Pcmcrintahan (Lernbaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ); 

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten Lang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undarig-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas 
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 20 J 4 Len tang 
Pemcrintahan Dacrah (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbentukan Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); sebagaimana Lelah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 15 Tahun 2019 (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 2019 Nomor 183, Tarnbahan Lembara n 
Negara Republik Indonesia Nornor 6394); 

ten tang 
Republik 

Lernbaran 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
Keterbukaan Informasi Publik (Lcmbaran Negara 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Negara Republik lndonesia Nomor 4846); 
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19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 
Tahun 2016 ten tang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 
Mcnengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun2016 
Nomor 955); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2011 ten tang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan 
Khusus; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan 
Pendidikan Dasar Dan Menengah; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 
2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang 
Memiliki Kelainan dan Merniliki Potensi Kecerdasan 
dan/ a tau Bakat Istimewa; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6487}; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nornor l 7 Tahun 
2010 ten tang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5157); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
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Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

Daerah adalah Kota Makassar; 

Walikota adalah Walikota Makassar; 

Pernerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemcrintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar; 

Kepala Dinas adalah Kcpala Dinas Pendidikan Kota Makassar; 

Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah 
alas, dan sekolah menengah kejuruan; 

Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu 
bcntuk Sckolah anak usia d in i pada jalur pcndidikan formal. 

Sckolah Dasar, yang selanjutnya d isingkat SD, adalah salah satu bcnt uk 
satuan pcndidikan formal yang menyclcnggarakan pcndidikan umum pada 
jcnjang pcndidikan dasar; 

9. Sekolah Mcnengah Pcrtama, yang sclanjutnya disingkai SMP, adalah salah 
satu bent.uk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 
umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjuta n dari SD, Ml, at au 

BAB T 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENERIMAAN 
PESERTA DIDlK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
PADA JENJANG PENDIDlKAN TAMAN KANAK-KANAK, 
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI 
KOTA MAKASSAR 

Mcnctapkan 

Surat Edaran Men teri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam 
Masa Darurat Pcnycbara n Coronavirue Disease (COVID- 19); 

Mernperhatikan 

Tahun 2019 Len Lang 
(Lcmbaran Dacrah Tahun 

22. Peraturan Daerah Nomor 1 
Penyelenggaraan Pendidikan 
2019 Nomor 1) 

21. Peraturan Mcnteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 
Tahun 2020 tentang Petunjuk Tekriis Bantuan Operasional 
Sekolah Reguler; 

20. Peraturan Men Leri Pendidikan dan kebudayaan Rl Nornor 44 
Tahun 2019 Len Lang Pcncrirnaan Pcscrta Didik Baru pada 
Tarnan Kanak-Kanak, Sckolah Dasar, Sekolah Mcncnga h 
Pertarna, Sekolah Menengah Atas, Sckolah Mcnengah 
Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Scderajat Tahun 
2020/2021; 

1. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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d. PPDF3 Moda daring dimaksudkan untuk mclayani scluruh lapisan masvarakai 
yang scrncntara dalarn masa pandcmi COVI0-19 agar mcrcka mampu 

Pcraturan Walikota ini bertujuan uniuk : 
a. Mcnycmpurnakan kualiias proses dan akuntabilitas pcnyelcnggaraan PPDB 

yang bcrlangsung nondiskrirninatif', objcktif, trarisparan, akuruabcl dan 
bcrkcadila n dalam rangka mcndorong pcningkatan akscs layanan pcndidikari; 

b. Mcningkatkan tertib penyclcnggaraan dan adrninistrasi PPDB; 

c. Mendorong peningkatan akses masyarakat kota Makassar dalam rangka 
pcrncrataan kcsernpatan bclajar; 

BAB II 
TUJUAN, ASAS DAN PRINSIP PPDB 

Bagian Kesatu 
Tujuan 
Pasal 2 

beruuk lain yang sederajat atau lanjuian dari hasil belajar yang diakui sama 
atau scta ra SD atau Ml. 

I 0. Penerimaan Peserla Didik Baru, yang selanjutnya disingkal PPD8, adalah 
pencrimaan peserta didik baru pada Sekolah; 

11. Rombongan Belajar adalah kelompok pcserta didik yang tcrdaftar pada satuan 
kelas dalam satu Sekolah; 

l 2. Ujian Nasional yang selanjuinya disingkat UN adalah kegiaran pengukuran 
capaian kornpeiensi lulusan pada mata pclajaran tertentu secara nasional 
dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan; 

13. Ujian Sckclah yang selanjutnya disingkat US dirancang untuk mendorong 
aktivitas belajar yang bcrmakna, dan tidak perlu mengukur ket uruasan 
capaian kurikulum secara menyeluruh; 

14. Data Pokok Pendidikan , yang sclanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu 
srstcrn pcndataan yang dikclolah olch Kcmcnterian Pcndidikan dan 
Kcbudayaan yang mcmuat data satuan pendidikan, pcscrta didik, pcndidik dan 
tcnaga kcpcndidikan, dan substansi pcndidikan yang datanya bcrsumbcr dari 
satuan pcndidikan yang tcrus mcnerus dipcrbaharui secara online; 

15. Pcncrirnaan Pescrta Didik Bar u, yang sclanjutnya disingkal PPDB, adalah 
kcgiatan pcncrimaan calon pcscrla didik baru pada jenjang TK, SD dan SMP 
yang mcmcnuhi syarat tcrtcntu untuk mcmpcrolch pendidikan pada JCOJang 
yang lcbih tinggi; 

16. Pcncrirnaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring adalah kcgiatan pcnerirnaan 
calon pcserta didik baru yang memenuhi syarat icrtentu melalui proses entri, 
mernakai sistern database, scleksi otornatis oleh program kornputer, dan hasil 
sclcksi dapat diakscs sctiap waktu secara daring; 

17. Pcncrimaan Peserta Didik Baru (PPDIJ) Luring adalah kcgiatan pcncrirnaan 
calon peserta didik baru _, ang rnernerruhr S) arai iertentu mclalui proses 
pendaftaran, seleksi dan pcngumuman secara lunng di saiuan pendidikan; 

18. Jalur pcnerimaan adalah jalur yang digunakan uruuk melakukan pcndaftaran 
pada PPDB yang tcrdiri dari jalur zonasi, jalur prcstasi dan jalur pcrpindahan 
orang tua .  
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(2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan: 
a. Sosialisasi sistem penerimaan calon peserta didik baru pada Sckolah yang 

bersangkutan dengan sistem daring dan luring. 
b. Pengumuman jadwal pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada 

Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka dengan sistern 
daring dan luring. 

c. Pendaftaran dilaksanakan dengan sistem daring dan luring. 
d. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran dengan sistem daring dan luring. 
e. Pengurnuman penetapan peserta didik baru dengan sistcm daring dan 

luring. 
f. Peridaftaran ulang bagi peserta didik baru yang dinyatakan lulus dengan 

sistem daring dan luring. 

Adapun alur pendaftaran PPDB baik moda daring maupun moda luring tetap 
memperhatikan prosedur imbauan satgas COVID-19 sebagai berikut: 
(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB 

mulai pada bulan Mei tahun 2020 dalam masa pandemik COVJD-19. 

BAB III 
TATA CARA PPDB 

Bagian Kesatu 
Alur Pendaftaran 

Pasal 5 

Prinsip PPDB 2020 adalah sebagai berikut: 
a. Konsisten; 
b. Komitmen; 
c. Perbaikan berkelanjutan; 
d. . Mengikat; 
e. Terdokumentasi dengan baik. 

Bagian Ketiga 
Prinsip 
Pasal4 

Asas PPOB 2020 adalah sebagai berikut: 
a. Nondiskriminatif; 
b. Objektif; 
c. Transparan; 
d. Akuntabel; 
e. Berkeadilan; 
f. Asas nondiskriminatif dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani 

peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu . 

Bagian Kedua 
Asas 

Pasal 3 

e. PPDB moda luring dimaksudkan untuk melayani masyarakat yang di daerah 
tersebut belum mampu mengakses layanan internet terutama di daerah 
kepulauan. 

mengakses atau mendaftar PPDB 2020 tanpa harus keluar rumah atau tetap 
di rumah saja; 
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(2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah sebagai berikut: 
a. Berusia 7 (tujuh) tahun; atau 
b. Paling rendah 6 (enam) Lahun pada tanggal 1 Juli iahun 2020. 
c Sckolah wajib rncncrirna pcscrta didik yang bcrusia 7 [i ujuh] sarnpai dcngan 

12 (dua bclas) tahun. 
d. Pcngccualian syarat usia paling rcndah 6 [criarn] tahun scbagairnana 

climaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rcnda h 5 (lima) iahun 6 (cnarn] 
bulan pada ianggal 1 Juli tahun 2020 yang diperuruukkan bagi calon 
peserta didik ~ ang rnemiliki potensi keccrdasan dan/ a tau bakat 1~1 imewa 
dan kesiapan psikis yang dibuktikan dcngan rekomcndasi tert ulis dari 
psikolog profesional. 

(I) Pcr syaratan calon pcscrta didik baru pada TK scbagai bcrikut: 
a. Bcrusia 4 (cmpat) tahun sarnpai dcngan 5 (lima) tahun untuk kclornpok A; 

dan 

b. bcrusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (cnam) tahun untuk kelompok 8. 

Bagian Kct iga 
Pcrsyaratan PPDB 

Pasal 7 

( 1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) 
dalam rnasa pandemik COVID-19. 

(2) Dalarn hal tidak tcrsedia Iasiliias jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui 
mckanisme luar jaringan (luring) tcrutarna yang bcrada di kepulauan dcngan 
tctap rncmpcrhatikan posedur imba uan satgas COVID-19 Kola Makassar. 

Bagian Kcdua 
Sistim PPDB 

Pasal 6 

(6) Pcnctapan pescna didik baru dilakukan dcngan cara pcrarigkingan zonasi, 
afirmasi, prcstasi dan jalur pcrpindahan tugas oranglua/wali; yang diictapkan 
mclalui kcput usan Kcpala Sckolah. 

(5) Pcngumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d dilakukan sesuai dcngan jalur pcndaftaran dalam PPDB dalarn rnasa 
pandcrnik COVID-19. 

(4) Pcngumuman pcndaftaran pcncrimaan calon peserta didik baru scbagairnana 
dimaksud pada ayat (3) melalui sistern daring dan luring dalam masa pandcrnik 
COVID-19. 

{3) Pengumuman pendaftaran pencrimaan calon peserta didik baru sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) huruf b, paling scdikit memual informasi scbagai 
bcrikui: 
a. Pcrsyaratan calon pescrta didik scsuai dcngan jenjangnya; 
b. tanggal pendaftaran; 
c. jalur pendaftaran yang Lcrdiri dari jalur zonasi, afirmasi, jalur prcstasi, dan 

jalur perpindahan orangtua/wali: 
d. jumlah daya tampung yang tcrsedia pada kclas I SD yakni maksrrnum 28 

orang dan kelas 7 SMP yaiiu maksimum 32 orang seuap rombongan bclajar: 
dan 

e. tanggal penerapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB. 
f. lmbauan satgas PSBB COVJD-19 Kola Makassar. 
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b. Dinas pcndidikan sesuai dcngan kcwcnangannya dapat mcnyalurkan 
kelebihan calon pcserta didik sebagaimana dimaksud pada bagian (a) pada 

1) Penetapan Seleksi 
a. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon 

peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan 
kclcbihan calon peserta didik terscbut kepada Dinas Pendidikan scsuai 
dengan kcwcnangannya. 

Bagian Kecmpal 
Selcksi PPDB 

Pasal 8 

b. Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam 
persyaralan, berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ckonomi 
tidak mampu. 

) Pcngccualian Usia 
a. Ketentuan terkait pcrsyaratan usia dan rnerniliki nilai akhir scbagairna na 

dimaksud dalam persyaratan dikecualikan bagi pesena didik penyandang 
disabilitas di sekolah yang: 
I. menyelenggarakan layanan inklusif; 

2. menyelenggarakan pendidikan khusus; 
3. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan 

5) Pcscrta Sekolah Luar Negcri 
a. Pcr syaratan calon pcserta didik baru baik warga ncgara Indonesia atau 

warga ncgara asing untuk kclas 7 (tujuh) SMP yang bcrasal dari sekolah di 
luar ncgcri selain memenuhi pcrsyaratan scbagaimana dimaksud dalam 
persyaratan pada peserta didik baru SMP, wajib mendapalkan Surat 
Keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan 
Dasar dan Menengah. 

b. Selain memiliki Surat Kctcrangan dari Direktur .Jerideral yang menangani 
bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, pcserta didik warga ncgara asing 
wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 
bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bcrsangkutan. 

(4) Bukti Syaral Usia 
Syaral usia sebagaimana dimaksud dalam persyaratan dibuktikan dengan akta 
kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang 
berwenang dan dilegalisir oleh lurah seternpat sesuai dengan domisili calon 
peserta didik. 

3) Persyara tan calon pcserta didik baru kclas 7 (tujuh) SMP adalah scbagai 
bcrikut: 
a. bcrusia paling tinggi 15 (lima bclas) tahun pada Langgal 1 Juli tahun 2020; 

dan 
b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat bclajar SD atau bentuk lain yang 

scdcrajat dan atau surat keterangan telah menyelesaikan kelas 6 SD. 

e. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
tcrsedia, rekomendasi dapat dilakukan olch dewan guru Sckolah asal. 

 



9 

(6) Caton pcserta didik hanya dapat mcmilih l (satu) jalur dari 3 (Liga) jalur 
pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayai ( l) yakni Jalur Prestasi, 
Afirmasi, dan Pindah tugas Orang tua/wali dengan sistern daring maupun luring 
karena jalur ini dibuka lebih awal. 

(5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (l) bagian d paling banyak 
30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah. 

(4) Jalur pcrpindahan tugas orang tua/v .. -ali scbagaimana dimaksud dcngan ayat ( 1) 
bagian c paling banyak 5%> (lima perscn) dari daya tarn purig Sekolah. 

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) bagian b paling 
scdikit 15% (lima bclas perscn) dari day a iampung Sckolah. 

(2) Jalur zonasi scbagaimana dimaksud dcngan ayat (I) bagian a paling sedikii so<x, 
(lima puluh persen) dari daya tarnpung Sekolah. 

( 1) Pendaftaran PPDB daring dan luring dalam masa pandemic Covid-19 
dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: 
a. zonasi; 
b. afirmasi; 
c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan atau 
d. prestasi. 

BABIV 
JALUR PENDAF'TARAN 

Bagian Kcsatu 
Kuota .Jalur Pendaftaran PPDB 

Pasal9 

(2) Data Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan perriutakhiran data 
peserta diclik clan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling 
scdikiL 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. 

e. Kctcntuan sebagairnana dimaksud pada bagian (a), (b), clan (c) dilakukan 
sebelurn pengumuman pcnetapan hasil proses sclcksi PPDB clengan tctap 
mernperhatikan imbauan Satgas Copid 19. 

r. Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselcnggarakan oleh Pernerintah 
Daerah dilarang : 
I. Menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada 

telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam 
standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/ atau 

2. menambah ruang kelas baru. 

d. Bagi sekolah yang belum mencukupi kuota yang tersedia dapat membuka 
jalur daring susulan dengan menyampaikan laporan secara tertulis ke Dinas 
Pcndidikan Kola Makassar dcngan ictap mempcrhatikan imbauan Satgas 
Copid 19. 

c. Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama scbagaimana dimaksud 
pada bagian (b) tidak tcrsedia, peserta didik disalurkan kc Sckolah Jain 
dalam zoriasi tcrdekat dengan tetap rnemper hatikan imbauan Satgas COVID 

19. 

Sekolah lain dalam zoriasi terdekat dengan tetap mernperhaukan imbauan 
Satgas COVID-l 9. 



10 

(7) Bukti Kar tu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili discan/foto kemudian 
diunggah ke apikasi PPDB daring dalam masa pandemik COVID- 19. 

(6) Bagi sekolah yang berada di daerah pcrbatasan dengan kabupatcn lain dapat 
menerima pcscrta d id ik maksimum 15 % dari k uota zoriasi. 

(5) Sckolah mcrnprioritaskan peserta didik yang memiliki kart.u keluarga a Lau surat 
keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten Z kota yang sarna dcngan 
sekolah asa I. 

(4) Kartu kcluarga dapat diganti dcngan Surat Kctcrangan Domisili dari rukun 
tctangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah seternpat yang 
menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling 
singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. 

(3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
alamat pada Kartu Keluarga yang ditcrbitkan paling singkat 1 (satu) Lahun 
scbclurn pclaksanaan PPDB. 

Pcrsyaratan Jalur Zonasi adalah sebagai berikut: 
( 1) .Jalur zonasi ayat ( 1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh person] 

scbagaimana dimaksud dalam jalur pcndaftaran, Sekolah yang diselenggarakan 
oleh Pemcrintah Dacrah menerima calon pcscrta didik yang bcrdomisili scsuai 
zona terdekat dari sekolah sesuai kctersediaan rombongan belajar 

(2) Kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana 
dimaksud dalam point 1 terrnasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. 
<-1. Jalur zonasi utarna 47% 
b. Anak pcnyandang disabilitas / inklusi sebanyak 3% 
c. Anak penyandang disabilitas/ inklusi harus memperlihatkan ketcrangan 

berkebutuhan khusus dari pihak bcrwenang dan atau pihak sckolah. 
d. Bukti surat keterangan berkebutuhan khusus dari pihak berweriang dan 

atau pihak sekolah discan/foto kemudian diunggah ke apikasi PPDB daring 
dalam masa pandemic Covid-19. 

e. Jika terdapat peserta didik berkebutuhan khusus melebihi kuota maka 
selanjutnya di Len Lukan berdasarkan zonasi . 

Bagian Kedua 
Jalur Zonasi 

Pasal 10 

(JO) Sekolah yang diselcnggarakan oleh Perneriritah Dacrah dilarang mcmbuka jalur 
pcndaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan 
Menteri ini. 

(9) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili 
dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserla didik dapat melakukan 
pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di Juar zonasi domisili peserta didik 
dcngan sistern daring maupun luring. 

(8) Bagi calon pescrta didik yang memilih jalur Zonasi dapat memilih 2 sekolah 
dalam zona yang terdekat, namun hanya diverifikasi pada salah satu sckolah 
yang dipilih dengan sistern daring rnaupun luring. 

(7) Jika calon peseria didik tidak diterirna melalui jalur prestasi dan afirmasi, maka 
calon peserta didik tersebut dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur 
Zonasi sesuai dengan domisili peserta didik dengan sistern daring maupun 
luring. 
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(5) Pcncn t uun kelulusan bagi ja lur perpindah.m tugas orang tua/wali clan aiau 
anak guru diteruukan berdasarkan urutan zoriasi. 

(4) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang iua/wali da n atau luar dacrah, dan 
atau anak guru sebagaimana dimaksud dalam jalur pendaftaran PPDIJ ridak 
ierpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. 

(3) Anak guru yang dimaksud ditujukan bagi calon pcserta didik yang orang 
tuanya adalah guru yang mcngajar di sekolah tcrscbut yang ditandai dcngan 
foto kopi SK icrakhir dari Dinas Pcndidikan Kola Makassar. 

(2) Pcrpindahan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dcngan 
surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang 
mempekerjakan. 

Persyaratan Jalur perpindahan tugas orang iua/wali adalah sebagai berikui: 
(1) .Jalur pcrpindahan tugas orang Lua/wali, dan aiau anak guru scbagairnana 

dirnaksud dalam jalur pcndaftaran PPDB, ditujukan bagi calon pcscrta didik 
yang bcrdomisili di luar zonasi Sckolah. 

Bagian Keernpai 
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 

Pasal 12 

(6) .Jika icrdapat pescrta didik tidak mampu melcbihi kuota maka sclanjutnya 
ditcntukan bcrdasarkan zoriasi. 

(5) Bukti surat kcterangan yang mcnyarakan bcrscdia diproscs sccara hukum, 
apabila tcrbukti mcrnalsukan bukti kcikutscrtaan pcserta didik dalam program 
pcnanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pcmcrintah 
Daerah discan/ Ioio kernudian diunggah ke apikasi PPDB daring dalarn masa 
pandemik COV/D-19. 

(4) Orang tua Zwali pcscrta didik wajib mcrnbuat surat kcicrangan yang 
rnenyatakan bersedia diproscs sccara h uk urn, a pabila terbukti rncmalsukan 
bukti kcikutscrtaan dalam program pcnanganan kcluarga tidak marnpu dari 
Pcmcrintah Pusat atau Pcmcrintah Dacrah. 

(3) Bukti kcikutsertaan pcscrta didik dalam program penanganan kcluarga tidak 
mampu dari Pemerintah Pusai atau Pemerirn.ah Daerah discan/foto kemudian 
diunggah ke apikasi PPDB daring dalam masa pandemik COV/D-19. 

(2) Peseria d idik baru yang bcrasal dari kcluarga ekonomi tidak mampu 
scbagairnana dimaksud pada ayal 1 bagian dibuktikan dcngan buk ti 
kcikutscrtaan peserta didik dalam program pcnanganan keluarga Lidak mampu 
dari Pcmcrintah Pusat atau Pcmerintah Dacrah. 

Pcrsyaratan .Jalur Afirmasi adalah scbagai bcrikut: 
( 1) Jalur afirmasi scbagaimana dimaksud dalarn ayar I bagian b dirx-ruruukkan 

bagi pcscrta didik yang bcrasal dari kcluarga ckonomi tidak rnarnpu paling 
sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tarnpung sckolah. 

Bagian Kctiga 
.Jalur Afirrnasi 

Pasal I I 
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(6) Peserta didik yang mendaftar pada jalur prestasi sclanjutnya diurutkan 
mcnurut kctcntuan pcnambahan nilai dalam masa pandcrnik COVED- 19. 

(5) Calon pcscrta didik yang mcmiliki piagam/scrlifikat prcsiasi lcbih dari saru, 
ma ka prcstasi yang dinilai hanya satu pada kritcria lomba paling tinggi. 

(4) Kctcruuan Jalur prcstasi lomba akadcmik dan non akadcmik. 
a. Pcscrta didik jalur prcstasi wajib mernperlihatkan scrtifikat asli dan surat 

pcnctapan juara dan/atau foto copi surat pcnctapan juara yang telah 
dilegalisir olch panitia pclaksana yang bcrsangkut an. 

b. Bukti scrtifikat asli dan surat penetapan juara dari panitia pclaksana bagi 
jalur prcstasi discan/ difoto kemudian diunggah kc apikasi PPDB daring 
dalam masa pandemic Covid-19. 

c. Prestasi akademik dan non akademik yang diakui adalah prestasi yang 
dipcrolr-h mclului perlornbaan atau pertandingan >'<tng diselcnggarakan oleh 
instit usi resrni pernerin tah dari tingkai Kecarnatan , Kabupate n z kota, 
Provinsi, Nasional, hingga lruernasional. 

d. Bobet poin pcnilaian setiap sertifikat diatur kemudian. 

(3) Dalam hal, jalur prestasi nilai rapor tidak terperiuhi sebagaimana dimaksud 
dalam jalur pendaftaran PPDB tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke 
jalur Jalur prestasi lomba akadcmik dan non akadernik. 

a. 
b. 

c. 

d . 

c. 
f. 

Persyaratan jalur prcstasi nilai rapor dan Presiasi Jomba akadcmik dan non 
akademik adalah sebagai berikut: 
( l) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 30% diteritukan berdasarkan: 

Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester tcrakhir 
penetapan kuota pada pasal 1 point a sebanyak J 5<Yo (lima belas persen) 
dengan menggunakan nilai rapor yang ada dalam sisrern aphkasi, 
pcncnruan kclulu san bagi jalur prcstasi yang mcnggunakan nilai rapor 
ditcntukan bcrdasarkan urutan nilai tertinggi, 
hasil pcrlornbaan dan/atau pcnghargaan di bidang akadcmik maupun 
nonakadcrnik pada iingkat intcrnasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, 
tingkat kabupatcrr/ kota dan/ atau iingkat kcca matan, 
pcnctapan kuota pada pasal 1 point d scbanyak 15%; dan 
penentuan kelulusan bagi jalur prestasi yang mcnggunakan nilai UJ1an 
sekolah ditentukan berdasarkan urutan point tertinggi. 

(2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang 
berdomisili di dalarn maupun di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan. 

Bagian Kelirna 
Jalur Prestasi 

Pasal 13 

(7) Anak guru harus dibuktikan dengan Kartu Kcluarga dan SK tcrakhir 
discan/folo kcmudian diunggah kc apikasi PPDB daring. 

(6) Bukti surat tugas pcrpindahan orang tua j wali dan Kartu Kcluarga drscari/foco 
kemudian diunggah ke apikasi PPDB daring dalam rnasa pandcmik COVID-19. 
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Mckanisme pcndaftaran sccara luring dengan scnantiasa mcrnpcrhatikan standar 
kcamanan dalarn masa pandcmik COVJD-19 adalah scbagai berikut adalah scbagai 
bcrikut: 
( 1) Caton pcserta didik mcngambil formulir pcndaftaran secara langsung di 

sekolah yang dipilih dengan mernperhatikan imbauan Satgas COVID-19 
Pemcrintah Kola Makassar; 

BAB V 
MEKANISME PE DAFTARAN 

Bagian Kesatu 
Mekanismc Pendaftaran Secara Luring 

Pasal 15 

(2) Pcngccualian kctcntuan jalur pcndaftaran PPDB bagi Sekolah di dacrah yang 
jumlah pcnduduk usia sckolah tidak dapat mcmcnuhi kctcntuan jumlah 
pcscrta didik dalam 1 (satu) Rombongan Bclajar ditctapkan oleh Pcmcrintah 
Daerah scsuai dengan kcwcnangannya dan dilaporkan kcpada dircktur 
jcnderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah dalarn masa 
pandemik COVID-19. 

(I) Ketcntuan rnengenai jalur pcndaftaran PPD1:3 rnclalui zonasi, prcstasi, dan 
perpindahan iugas orang Lua/wali dikecualikan untuk: 
a. Sckolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; 
b. Sckolah Kerja Sama; 
c. Sekolah Indonesia di luar negeri; 
d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; 
e. Sckolah yang menyclcnggarakan pendidikan layanan khusus; 
f. Sc kola h berasrama; 
g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan lcrluar; dan 
h. Sekolah di daerah yang jurnlah penduduk usia sekolah t idak dapai 

rncmeriuhi ketentuan jumlah peserta didik clalam 1 (satu) l<ombongan 
Belajar. 

Bagian Kenam 
Pengecualian Jalur Pendaftaran 

Pasal 14 

(9) Dalam ha l , kuota jalur prestasi nilai rapor dan Prcstasi lomba akadcmik dan 
non akadcrnik sebagaimana dimaksud dalam jalur peridaftaran PPDB tidak 
icrpcnuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi. 

(8) Dalam hal, kuota jalur prestasi lomba akadcmik dan non akademik 
sebagaimana dimaksud dalam jalur pendaftaran PPDB tidak tcrpcnuhi maka 
sisa kuota dialihkan ke jalur prcstasi nilai rapor. 

(7) .Jika icrdapat pescrta didik jalur prestasi dcnga n rcntang nilai sarna maka 
sclanjutnya diteru.ukan bcrdasarkan waktu pcndaftaran yang tcrtcra pada akscs 
daring dalarn masa pandcrnik COV!D-19. 
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( 10) Sj swa yang dinyatakan lulus akan diumumkan mclalui larnan PPDB daring 
dalam masa paridcrruk COVJD-19. 

(9) Segala bcntuk proses seleksi dilakukan sccara daring sctclah pcscrta 
melakukan pcndaftaran. 

(8) Pendaftaran daring dinyatakan selesai dan mcnunggu pcngumuman sccara 
resrni dalam masa pandemik COV/D-J 9. 

(7) Pa nitia mcncctak hasil pcndaftaran yang tclah divcrifikasi dan sebagai bahan 
adrninistrasi pclaporan pcndafataran daring dalam rnasa pandcmik COV/D-19. 

(6) Panitia melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi daring. 

(5) Calon pcscrta didik dapai mencetak hasil pendaftaran daring scbagai bahan 
administrasi penclaftaran. 

(4) Caton pcscrta didik wajib mcngunggah foto sctcngah badan pada laman PPDB 
daring. 

(3) Calon peserta didik wajib memasukkan data, seperti alamat peserta didik, 
nama orang LUa dan Jainnya sesuai dengan keadaan atau data sebenarnya. 
Apabila data yang dimasukkan tidak scsuai dcngan keadaan atau data 
scbenarnya, rnaka pendaftarannya tidak diproscs atau kelulu sannva 
dibatalkan. 

(2) Caton pcscrta didik SMP dapat mcmilih dua sckolah pada jalur zorias: dan 
divcrifikasi sccara otomatis pada aplikasi. 

Mekanisme pcndaftaran secara daring dengan senantiasa mempcrhatikan standar 
kcamanan dalam masa Pandcmik COVTD-19 adalah scbagai bcrikut adalah scbagai 
bcrikut: 
( 1) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri melalui Laman 

PPDB secara daring dengan mengisi formulir pendaftaran secara daring dalam 
masa pandcmik COV/D-19. 

Bagian Kedua 
Pendaftaran Secara Daring 

Pasal 16 

(5) Sekolah yang melakukan system luring hanya pada sekolah iersebut tidak 
terdapat jaringan internet terutama di Kepulauan. 

(4) Calon pcscrt.a didik membawa bcrkas sesuai dcngan pcrsyaratan yang Lelah 
diteritukan dcngan mcmperhatikan imbauan Satgas COV!D-19 Pcmcrintah 
Kora Makasaar; 

(3) Calon pcscrta didik menyerahkan formulir pcndaftaran yang telah diisi dengan 
benar kepada panitia di sekolah dengan memperhatikan imbauan Satgas 
COV!0-19 Pemerinlah Kota Makassar; 

(2) Calon peserta didik mengisi forrnulir sesuai dcngan keadaan atau data yang 
sebcnarnya dcngan mernpcrhatikan imbauan Satgas COV/D-19 Pemcrinlah 
Kota Makassar; 



(4) Sclcksi en Ion pcscr ia didik baru kc las 7 (tujuh) SM P yang mcnggunakan 
mckanisrnc luring, dilakukan dcngan mcmprioritaskan jarak tcrnpat tinggal 
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(3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) sarna, maka yang diprioritaskan adalah pcscrta didik 
yang lcbih tinggi usianya. 

(2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang mcnggunakan 
mckanismc daring dilakukan dcngan memprioritaskan jarak tcmpat tinggal 
tcrdckat kc sckolah dalarn zoriasi yang ditctapkan dalam masa pandemic Covid- 
19. 

Mckanismc PPDB SMP adalah scbagai berikut: 
( 1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SM P menggunakan jalur zonasi, 

afirrnasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dalam masa 
pandemi COVID -19. 

Bagian Kcdua 
Sclcksi PPDB SMP 

Pasal 17 

(3) Dalam sclcksi calon pcscrta didik baru kclas l (satu) SD tidak dilakukan Les 
mcmbaca , menulis, dan bcrhitung . 

(2) Sclcksi calon peserta didik baru kclas l (satu) SD mcrnpertimbangkan kritcria 
dcngan urutan prioritas scbagai berikut: 
a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1); dan jarak tcrnpat tinggal 

terdekat ke Sekolah dalarn zonasi. 
b. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun 

pcrtanggal 1 Juli 2020 dcngan domisili dalam zonasi yang terdckai dalam 
masa pandemik COVID-19; 

c. Jika usia calon peserta didik scbagaimana dimaksud pada ayat (I) sarna , 
maka pcncntuan pcscrta didik didasarkan pada jarak tcmpat tinggal calon 
pcscrta didik yang terdckat dcngan Sekolah dalam masa pandcmik COVID - 
19; 

Mekanisme PPDB SD adalah scbagai berikut: 
(1) Sclcksi calon peserta didik baru kclas 1 (saru) SD hanya menggunakan jalur 

zonasi clan jalur pcrpindahan tugas orang tua Zwaf da lam rnasa pa ndcrnik 
COVID -19 . 

Bagian Kesa tu 
Seleksi PPDB SD 

Pasal 17 

BAB VI 
SELEKSI PPDB 

( 13) Hasil vcrifikasi bcrkas pcserta didik oleh panitia yang kemudian ditcrbitkan 
dcngan pcngumuman kclulusan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak 
manapun dalam masa pandemik COVID -19. 

(12) Bagi pcscrta yang tidak mclakukan pcndaftaran ulang sampai dcngan bata s 
waktu yang ditcntukan dinyatakan mengundurkan diri. 

(11) Siswa yang dinyatakan lulus segera melakukan pendaftaran ulang secara 
daring dcngan mengisi formulir pendaftaran ulang. 



16 

Mckanisme dan persyaratan Perpindahan dari Negara Lain adalah sebagai berikut: 
( 1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di f ndonesia setelah 

memenuhi: 

Bagi an Kcd ua 
Pcrpindahan Pcscrta Didik Dari Negara Lain 

Pasal 21 

(3) Perpindahan peserta didik sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 
wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/ a tau sis Lem zonasi yang 
diatur dalam Peraturan Menteri ini. 

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. 

Mekanisme perpindahan peserta didik adalah sebagai berikut: 
( 1) Perpindahan peserta didik an tar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kola, 

antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi 
dilaksanakan alas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sckolah 
yang dituju. 

Bagian Kcsatu 
Perpindahan Peserta Oidik Dalam Wilayah Indonesia 

Pasal 20 

BAB Vil 
PERPTNDAHAN PESERTA OlOJK 

(2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah Dasar untuk mernastikan 
status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan. 

Mckanisme daftar ulang dan peridataan ulang adalah scbagai berikut: 
( 1) Daftar ulang dilakukan oleh calon pcserta didik baru yang Lelah diicrirna 

untuk rnemastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang 
bersangkutan secara daring dan luring. 

Bagian Ketiga 
Oaftar Ulang Dan Peridataan Ulang 

Pasal 19 

(7) Untuk mengisi kuota pada poin f di atas, calon peserta didik diberi waktu 
sarnpai tanggal 4 Juli 2020 (pukul 08.00-14.00). 

(6) .Jika Peserta Didik yang dinyatakan lolos seleksi tidak mendaftar ulang sampai 
dengan waktu yang telah ditentukan, kuotanya dapat diisi oleh calon peserta 
didik yang berada pada nomor berikutnya melalui pengumuman yang dilakukan 
oleh sekolah yang bersangkutan dan atau Laman. PPDB 2020 dalam masa 
pandemik CO VID - l 9. 

(5) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zoria si , jika tcrdapat calon 
pcserta didik yang memiliki jarak tcmpat tinggal dengan Sekolah sama, maka 
yang diprioritaskan adalah pescrta didik yang lcbih tinggi usianya. 

calon pcserta didik yang terdekal dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan 
dalam masa pandemik COV/D-19. 
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(4) Sekolah yang disclenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang: 
a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan 

pelaksanaan PPDB maupun perpindahan pcserta didik dalam masa 
pandemic Covid- 19, dan; 

b. Melakukan pungutan untuk membcli seragam atau buku tertcntu yang 
dikaitkan dengan PPDB. 

(3) Pcndataan ulang sebagaimana dimaksud dalam pcndaftaran ulang tida k 
dipungui biaya. 

(2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang merierima bantuan opcrasional sckolah 
tidak dipungut biaya. 

Biaya pelaksanaan PPDB 2020 di tingkat sekolah adalah sebagai berikut: 
( 1) Biaya aplikasi penerimaan peserta didik baru dibebankan kepada dana BOS 

sekolah pcnyelcnggara. 

Pasal 23 

BAB VIII 
BIAYA PELAKSANAAN PPDB 

Mekanismc dan persyaratan Pescrta Didik dari Pcndidikan Non Formal ada lah 
scbagai berikut: 
(l) Peserta didikjalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak 

pada awal kelas 7 (tujuh) setelah merni liki ijazah kesetaraan program Paket A; 
dan 

(2) Lulus Les kelayakan dan pencrnpatan yang diselcnggara kan olch SMP 

Bagian Ketiga 
Perpindahan Peserta Didik Dari Negara Lain 

Pasal 22 

e. 

d. 

c. 
b. 

menyerahkan Iotokopi ijazah atau dokumcn lain yang membuktikan 
bahwa peserta didik yang bersangkutan Lelah menyelesaikan pendidikan 
jenjang sebelumnya; 
surat pernyataan dari kepala Sekolah asal; 
surat kelerangan dari direktur jenderal yang menangani bidang 
pendidikan dasar dan menengah; dan 
lulus tcs kclayakan dan penempatan yang disclenggarakan Sckolah yang 
dituju. 
Proses pindah minimal 6 bulan di sekolah asal. 

d. 

(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia 
setelah: 

a. Surat pernyataan dari kepala Sekolah asal; 
b. surat ketcrangan dari direktur jcndcral yang meriangam bidang 

pendidikan dasar dan menengah; dan 
c. lulus tes kelayakan dan pencmpatan yang diselenggarakan Sekolah yang 

dituju. 
d. Proses pindah minimal 6 bulan di sckolah asal. 
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(2) Kcpala Dinas dapat rnclakukan pcngcmbangan ha si] monitoring dan evalua si 
pclaksanaan PPDB sesuai SOP dalam masa pandemic COVTD- 19 yang telah 
ditetapkan. 

Monitoring, Evaluasi, Pengembangan dan Pengawasan PPDB 2020 adalah sebagai 
berikut: 
(1) Kepala Oinas wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal 

terhadap pelaksanaan PPDB; 

BAB XI 
MONITORING, EVALUASl DAN PENGEMBANGAN 

Pasal 26 

(4) Organisasi pelaksana penerimaan peserta didik tingkat satuan pendidikan 
dikoordinasikan oleh panitia i.ingkat sekolah yang di tetapkan dan dibe ntuk 
dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang terdiri dari 
Penanggungjawab, Ketua, Sekrelaris, Admin, Operator dan verifikator sena 
anggot.a sesuai kebutuhan. 

(3) Untuk sekolah dasar dengan panitia bersarna, penetapan kelulusan akan 
ditentukan oleh sistem PPDB daring dengan mengacu kepada proporsi usia dan 
domisili disesuaikan dengan daya tampung. 

(2) Panit.ia PPDB pada Sekolah kompleks akan dibuat Kepanitiaan untuk paruua 
PPDB daring bersama yang dimusyawarahkan bersama antara Kepala Sekolah 
dalarn satu kompleks dibawah koordinasi Kepala Dinas Pcndidikan. 

Organisasi penyelenggara PPDB 2020 adalah sebagai berikut: 
( J) Orgamsasi pelaksana pencrimaan peserta didik baru iingkat Kota Makassar 

ditetapkan dcngan Keputusan Walikota, minimal terdiri dari Pembina, 
Pcngarah, Pcnanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sckrctaris, Wakil Sckrctaris, 
Koordinator/ Admin, Operator Dirias, Pendamping, Verifikator scrta anggota 
sesuai. 

BAB X 
ORGANTSAST PENYELENGGARA 

Pasal 25 

(3) Masyarakat dapat mengawasi da n melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan 
PPDB melalui laman Dinas Pendidikan. 

(2) Dinas Pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan urituk menerima laporan 
masyarakat terkait pelaksanaan PPDB. 

Pelaporan dan pengawasan PPDB 2020 adalah sebagai berikut: 
( l) Sckolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan pcscrta didik 

antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya. 

BAB IX 
PELAPORAN DAN PENG A WASAN 

Pasal 24 
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(2) Pcmberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pera Lu ran Walikota ini 
Pclanggaran berpcdoman pada ketentuan scbagai berikut: 
a. Kebijakan atau peraturan daerah dalam pclaksanaan PPDB 2020 wajib 

berpcdoman pada Peraturan Menteri Pcndidikan dan kcbudayaan Rcpublik 
[ndoncsia Nomor 44 Tahun 2019 ten tang Pcncrimaan Pcscrta Diclik Ba ru 
pada Tarnan Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sckolah Mcncngah Pcrtarna, 
Sekolah Menengah Atas, Sckolah Mcnengah Kcjuruan, atau Bentuk Lain 
Yang Sederajai Tahun 2020/2021,dan Surat edaran Nomor 4 Tahun 2020 
t.entang Pelaksanaan kebijakan Perididikan dalam masa dar urat 
penycbaran Corona Virus Disease (COVJD-19; 

b. Sekolah yang disclcnggarakan olch Pcrncriruah Dacrah t.idak dapat 
mcnctapkan pcrsyaratan PPDB yang bcrrcntangan dcngan kctcru uan PPDR 
dalam Pcraturan Mcnteri ini, 

c. Persyaratan jurnlah rombcl clan jurnlah kclas pada jcnjang TK, SD clan 
SMP akan ditent ukan kemuclian melalui Pct unjuk Teknis yang bersifat 
mengikat dan merigatur bagi seluruh pelaksana PPDB di Tingkai Dlnas 
dan Tingkat Sckolah. 

b. Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada kepala Sckolah, guru, 
dan Zatau lenaga kependidikan berupa: 
1 tcguran tcrt.ulis: 
2 pcn undaan atau pengurnngan hak: 
3 pcrnbcbasan tugas; dan/ a tau 
4 pcrnbcrhentian scmentara/tctap dari jabatan. 
5 Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I} huruf 

c dan huruf d dilaksanakan bcrdasarkan peraturan vang ditetapkan 
olch Pcmerintah Daerah . 

( 1) Pclanggaran tcrhadap kctentuan Pera Lu ran Walikota ini dapat di kcriakan 
sanksi dcngan kctcntuan sebagai ber ikut: 
a. Walikota mcmbcrikan sanksi kcpada pejabat dinas pendidikan bcrupa: 

1. tcguran tert.ulis; 
2. pcnundaan atau pengurangan hak; 
3. pcmbebasan tugas; dan/atau 
4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. 

BAB Xll 
SANKS I 
Pasal 27 

(6) Kcpala Dinas sccara fungsional bcrtanggung jawab mcrnclihara alai 
pcrlcngkapan dan segala bentuk dokumcn pelaksanaan PPDB Online. 

(5) Panitia pelaksana PPDB Online wajib menyusun laporan penyelenggaraan 
PPDB Daring dan Luring kepada Walikota Makassar melalui Kepala Dinas 
Pendidikan Kola Makassar setelah pelaksanaan kegiatan. 

(4) Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan olch Kcpala Dinas 
bcserta Sckrctaris Dinas dan atau bekcrjasama dcngan lernbaga indcpcndcn 
ycing ditunjuk untuk mclakukan monitoring dan evaluasi. 

(3) Dalam rangka efisiensi dan efektifiias aias pelaksanaan PPDB Online dalam 
ma~d pandcrnik COVID-19 dapat dilakukun cvaluasi pclaksunaan kcgiatan 
scpanjang mengcnai tah un pclaksanaanya. 
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13ERTTA D/\ERAH l<OTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 26 

Peraturan ini bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Walikota ini dcngan pcnernpatan nya dalam Serita Dacrah Kota Makassar . 

Pasal 29 

Pasal 28 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota mi, akan diatur lebih lanjut 
oleh Dinas Pendidikan Kola Makassar. 

BAB XIII 
PENUTUP 

TTD

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Mei 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

                TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB


